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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi penagihan pajak dengan
surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Penelitian ini
dilatar belakangi dengan jumlah tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Seberang Ulu yang meningkat tidak sebanding dengan jumlah pencairan
penerimaan pajak yang menurun. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi dari Ripley
dan Franklin yang mempunyai tiga dimensi dalam keberhasilan implementasi kebijakan
yaitu, tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku,lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi
dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Jenis penelitian ini menggunakan
penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian implementasi penagihan pajak dengan surat
paksa pada dimensi tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku pelaksanaannya sudah
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Seketika
Sekaligus berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa dan Peraturan DJP no.04 Tahun 2016. Dimensi lancarnya pelaksanaan rutinitas
fungsi sudah berjalan dengan baik yaitu dapat dilihat dari setiap tahapan tindakan yang
dilakukan oleh fiskus atau pelaksana pajak dalam melaksanakan penagihan pajak. Dimensi
terwujudnya kinerja dan dampak yang di kehendaki secara internal terdapat kendala pada
wajib pajak yang kurang kooperatif dalam membayar pajak, wajib pajak yang masih abai
dengan kewajiban perpajakan,hilang kontak dan kurangnya jurusita pajak dalam pelaksanaan
penagihan. Dengan demikian, pihak KPP perlu melakukan usaha seperti sosialisasi
pentingnya pajak pada masyarakat, Penyelenggaraan kerjasama dengan Pemerintah Daerah,
Kepolisian, serta aparat-aparat terkait untuk mengatasi wajib pajak yang hilang kontak dan
penambahan pegawai dengan harapan pelaksanaan penagihan pajak dapat berjalan dengan
baik.

Kata Kunci : Implementasi,Penagihan, Surat Paksa
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ABSTRACT

This research aims to find out the implementation of tax collection by forced letter at
the Palembang Seberang Ulu Primary Tax Service Office. This research is motivated by the
amount of tax arrears in the Palembang Seberang Ulu Primary Tax Service Office which
increases not proportional to the amount of disbursement of tax receipts decreased. This
study uses the implementation theory of Ripley and Franklin which has three dimensions in
the success of policy implementation, namely, the level of compliance with the applicable
provisions, the smooth implementation of function routines and the realization of
performance and desired impact. This type of research uses qualitative descriptive research.
Data collection techniques used include interviews and documentation. The results of the
research on the implementation of tax collection by forced letter on the dimensions of the
level of compliance with the applicable provisions of its implementation are in accordance
with Regulation of the Minister of Finance No. 24/PMK.03/2008 concerning Procedures for
The Implementation of Tax Collection by Forced Letter and Implementation of InstantAneous
Tax Collection at once based on Law No. 19 of 2000 concerning Tax Collection by Forced
Letter and DJP Regulation no.04 of 2016. The smooth dimension of the implementation of the
Sfunction routine has been running well that can be seen from each stage of action performed
by the fiscus or tax executor in carrying out tax collection. The dimensions of performance
and impact are internally desired, there are constraints on taxpayers who are less
cooperative in paying taxes, taxpayers who are still neglectful of tax obligations, loss of
contact and lack of tax bailiffs in the implementation of billing. Thus, the KPP needs to make
efforts such as socializing the importance of taxes to the community, organizing cooperation
with local governments, police, and related officials to overcome lost taxpayers' contacts and
the addition of employees in the hope that the implementation of tax collection can run well.

Keywords : Implementation, Billing, Forced Letter
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara juga iuran rakyat kepada kas
Negara yang memiliki dasar hukum yang kuat dimana telah disebutkan pada Pasal 23 A
UUD 1945 dimana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara
Indonesia, Warga Negara Asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah
Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan. Indonesia memiliki stratifikasi pajak
termasuk pajak penghasilan, pajak daerah dan pajak pemerintah pusat. Pajak tidak
mendapat timbal jasa (kontrapretasi) secara langsung dimana pajak ini dapat ditunjukan dan

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.
Penggunaan uang pajak yaitu dimulai dari membiayai pengeluaran rutin sampai dengan
pembiayaan berbagai proyek pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan Indonesia.
Menurut APBN, sumber pendapatan pemerintah terbanyak didapat dari sektor perpajakan,
meskipun masih banyak sektor lain sepertiminyak dan gasbumi, serta bantuan luarnegeri

yang merupakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP .


https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan

Gambar 1.1
Diagram Batang Realisasi APBN Sampai Dengan 31 Agustus 2018-2019
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Sumber: APBN KITA- kinerja dan fakta edisi sept 2019

Terlihat dari Realisasi APBN sampai dengan 31 Agustus 2018-2019 tercatat sebesar Rp.
1.152,88 triliun (Realisasi APBN 2018)dan Rp. 1.189,28 triliun (Realisasi APBN 2019) .
Realisasi tersebut terdiri atas perpajakan sebesar Rp. 907,53 triliun (Realisasi APBN 2018)
dan Rp.920,15 triliun (Realisasi APBN 2019) , sedangkan PNBP sebesar Rp. 240,32 triliun

(Realisasi APBN 2018) dan Rp.268,16 triliun (Realisasi APBN 2019).



Gambar 1.2
Uraian Realisasi APBN Sampai Dengan 31 Agustus 2018-2019 (dalam satuan triliun)
2018 2019
- APBN hs:l.'hlfl ecbions APBN de. n e
APEN APBN
Agustus Agustus

PENDAPATAN NEGARA 1.894.72 1.152.88 60,85 216511 118928 5493
L. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.89352 1147385 60,62 216468 1.183,32 54,90
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 161810 907,53 56,09 1.786,38 520,15 51,51
& Pajak Dalam Negeri 157940 873,03 55,59 1.74306 89428 51,31
b Pajak Perdagangan Internasional 3870 2951 76,25 4332 25,87 59,72
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAX 27543 24032 87,25 378,30 268,16 70,89
Il HIBAH 120 503 42007 044 0,56 22065
BELANJA NEGARA 2.220,66 1.303.41 35,10% 246111 1.38833 56,41
1. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 145449 802,10 5515 163434 857,73 5248
1. Belargs ¥ 84744 441,72 52,12 85545 481,69 56,31
2. Belanga Non /L 607,06 360,38 59,36 77885 37604 4828
IIl. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 766,16 501,32 6543 826,77 53061 64,18
1. Trarsfer ke Dasrah 706,16 46507 65,86 756,77 488,41 6454
2. Dana Desa 60,00 36,25 6041 70,00 42,20 £0,29
KESEIMBANGAN PRIMER (87,33) 11,74 (1344) {20,11) (26,64) 132,43

SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-8) (325,34) (150,54) (296,00) {199,06)

9 Sur plus / (Defisit) Anggaran thd PD8 {2,19) (1,02) (1,84) (1.24)
PEMBIAYAAN ANGGARAN 32594 267,48 82,07 296,00 280,32 94,70
al.  PEMBIAYAAN UTANG 399,22 276,20 69,18 350,25 28478 7927

EBIHAN / (KEXURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sumber: APBNKITA- kinerja dan faktaedisi sept 2019

116,95

81,26

Tingkat Penerimaan pajak adalah ukuran seberapa besar pajak yang diterima oleh

negara dari pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak terdaftar. Namun tingkat

kepatuhan wajib pajak tergolong masih rendah . Masih ada penduduk yang telah memenubhi

kriteria sebagai wajib pajak dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP akan

tetapi belum melaksanakan kewajibannya. Hal ini terlihat dari Data Wajib Pajak Terdaftar

di wilayah kerja Kantor PelayananPajak (KPP) Pratama Seberang Ulu Tahun 2016 -2017

sebagai berikut :

WP Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Tahun 2016 dan 2017

Jenis Wajib Pajak (Orang)

Tahun Badan Orang Total
Daftar Pribadi
2016 2.236 41.478 43.714
2017 2.485 47.443 49.928

Sumber :

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu



Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak tidaklah
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena pada dasarnya banyak orang (wajib pajak)
yang tidak rela untuk membayar pajak karena uang hasil pajak tersebut tidak dapat dirasakan
secara langsung, sehingga sering dianggap merugikan bagi yang membayar. Terlihat dari
jumlah WP yang terdaftar di atas dengan jumlah penduduk di wilayah kerja Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2016-2018 sebagai
berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk di Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Jumlah Penduduk Dari Tahun 2016-2018
Kecamatan 2016 2017 2018
Seberang Ulu | 179160 91619 93012
Seberang Ulu 11 85853 89597 90977
Kertapati 100575 104209 105815
Plaju 83008 88265 89644

Sumber: BPS Kota Palembang dalamangka 2016-2018

Surat paksa memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim, dan dapat
dilaksanakan, namun meskipun memiliki kekuatan hukum pada kenyataannya masih banyak
wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan
waktu yang di tentukan seperti juga ditemukan tunggakan pajak awal tahun 2018 seperti

tabel di bawah ini:



Tabel 1.3

Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa

Tahun 2018
No Nomor ketetapan Tanggal Nilai ketetapan Tindakan
1 00726/107/17/306/18 20/03/2018 2.448.000 Paksa
2 00003/109/12/306/18 22/03/2018 18.680.900 Paksa
3 00001/205/15/306/18 6/4/2018 3.049.908 Paksa
4 00257/107/16/306/18 9/4/2018 1.978.843 Paksa
5 00012/205/16/306/18 9/4/2018 3.229.302 Paksa
6 00001/205/13/306/18 23/5/2018 12.249.367 Paksa
7 00001/240/14/306/18 23/5/2018 12.665.011 Paksa
8 00148/140/17/306/18 4/6/2018 2.444.054 Paksa
9 00025/240/16/306/18 6/7/2018 27.443.187 Paksa
10 | 00125/140/16/306/18 9/7/2018 9.258.690 Paksa
11 00126/140/16/306/18 9/7/2018 3.487.272 Paksa
12 00127/140/16/306/18 9/7/2018 5.066.181 Paksa
13 00128/140/16/306/18 9/7/2018 8.461.741 Paksa
14 | 00129/140/16/306/18 9/7/2018 4.157.963 Paksa
15 00130/140/16/306/18 9/7/2018 2.738.759 Paksa
16 00131/140/16/306/18 9/7/2018 2.870.908 Paksa
17 00132/140/16/306/18 9/7/2018 2.614.926 Paksa
18 | 00133140/16/306/18 9/7/2018 2.242.981 Paksa
19 | 00134/140/16/306/18 9/7/2018 2.934.326 Paksa
20 00135/140/16/306/18 9/7/2018 4.125.334 Paksa
21 00136/140/16/306/18 9/7/2018 2.157.544 Paksa
Total 134.305.197

Sumber :Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Dengan adanya penagihan pajak secara pasif dan aktif, maka diharapkan wajib pajak
bisa melunasi pembayaran utang pajaknya sehingga penerimaan pajak bisa optimal. Namun
kenyataannya surat paksa atau surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan

pajak ini masih sering di abaikan oleh beberapa wajib pajak. Terlihat dari beberapa tahapan



penagihan pajak yang ada tetapi masih tidak melunasinya, walaupun surat paksa tersebut
mempunyai kekuatan hukum dan waktu yang di tentukan sudah jatuh tempo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Implementasi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Palembang Seberang Ulu?

2. Apa yang menjadi kendala fiskus dan wajib pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu?

1.3 TujuanPenelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

2.Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala fiskus dan wajib pajak dalam

pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Perpajakan khususnya pada penagihan
pajakdengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu serta
sebagai bahan pembelajaran bagi penulis dalam mempraktekkan dan menerapkan teori-teori

yang didapat oleh penulis selama di bangku kuliah tentang Perpajakan.



2. Bagi Instansi

Dapat menjadi masukan ataupun saran yang positif serta bermanfaat bagi instansi khusunya

pada Seksi Penagihan untuk lebih aktif dalam penindakan penagihan pajak.

3. Bagi Pembaca

Dapat menambah ilmu dan memberikan wawasan serta dapat dijadikan referensi dalam
melakukan penelitian mengenai mata kuliah Perpajakan khususnya pada penagihan pajak

dengan surat paksa.
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